Menimbang

WALI KOTA PALU

PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PALU

NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALLU,

bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha
dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan
ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta
menjaga keberlangsungan kinerja pelayanan
perizinan berusaha untuk mewujudkan
kesejahteraan masvarakat;

bahwa untuk menyelenggarakan usaha di Daerah
membutuhkan keabsahan, kepastian berusaha
dan  upava pengendalian kegiatan berusaha
sehingga perlu  pemberian  kemudahan dan
penvederhanaan perizinan  berusaha sesuai
dengan kewenangan vang dapat meningkatkan
perekonomian  untuk  mewujudkan tujuan
pembangunan di Daerah;



Mengingat

d.

bahwa untuk memberikian kepastian hukum dan
arnh pengaturan T geeniad biwenanigan ,
pelaksanaan, pelaporan  serta  pembinasn  dan
pengawiRsan, penyelenggaraan perizinan Dersa s

perlu penpaturan dengan Peraturan Daerah;

bahwn herdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢,
perlu  menetapkan Peraturan  Daerah  tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1994 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat 1l Palu
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3555);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679),



Dengan Perserujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU
dan
WALI KOTA PALU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan:

1.

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku
Usaha untuk memulai dan menjalankan wusaha dan/atau
kegiatannva.

Penvelenggaraan Perizinan Berusaha adalah kegiatan perizinan
berusaha vang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dan
tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang
dilakukan secara terpadu dalam satu pintu di Daerah.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau Risk Basic Approach (RBA)
adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan
usaha.

Risiko adalah potensi terjadinya cidera atau kerugian dari suatu
bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu wvang selanjutnya disingkat PTSP
adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan
vang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari
lembaga atau instansi vang memiliki kewenangan perizinan dan
nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap
permohonan sampai dengan tahap terbitnva dokumen yang
dilakukan dalam satu tempat.



s,

9,

10,

11,

12.

13,

14.

Hiatemy Perlglivan terimabn Terintegranl Secarn ekt ronik (Orlfne

Singile Subswimsion) vang selaniutinve it Qiatem O848 adalah

Lembaga 088 untuk
penyelenggarann Pevislnan Derusala Hevhanin Risllo,

Badan Ukaba aidalah Paelivn vimsh

sistem elektronik teviniepa Ve dikeloln alely

w bevbentuk badan hukum ata
Hidak berbentuk badan bk Vil

hesatuan  Republik

thilfeilkan di wilayah Negara

Indonemin dan melalukan  wsaha dan /atau
Kegiatan s bl terteniu,

bein adidal persetifuan Pemerintah Mosat atay Pemerintah Dacrah

untuk pelaksanaan kegiatan usalia vikng wagib dipenuhi oleh Pelaku
Wsitha sebeltim melaksanalan Keglatan usahanya,

Perieinan  adalah  segaln  bentuk persetujuan untuk  melakukan
penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerdntal dan atau

Pemerintah  Daevah  vang  memiliki kewenangan  sesual  dengan

ketentuan peraturan perundang-undargin,

Pelaku Usaha adalah wurng perseorangan atau budan usaha vang

melakukan usaha dan /atay keglntan padn bidang tertentu,

Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bulkti
registrasi/ pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan usaha dan
schagai identitas bagl Pelaku Usaha dalam pelaksanann kegiatan

usahanya,

Sertifikat Standar adalah Pernyataan dan/atau bukti pemenuhan
standar pelaksanann kegintan usalia,

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yvang selanjutnya
disingkat KBLI adalah kode klasifiknal yang dintur oleh lembaga
pemerintah - non  kementerian  yang membidangi  urusan
pemerintahan di bidang statistik,

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriterin yang selanjutnya disingkat
NSPK adalah peraturan perundang-undangan vang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat sebagal pedoman dalam penyelenggarann Urusan
Pemerintahan  konkuren yang menjadi  kewenangan Pemerintah
Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah.

Perizinan  Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha  adalah

legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha  untuk menunjang
kegiatan usaha,



16.

7.

18.

19.

20.

21,

232,

23.

29,

Hak Akses adalah hak yang diberikan Pemerintah Republik
Indonesia melalui Lembaga 085 dalam bentuk kode akses.

Lembaga Pengelola dan Penyelenggara 0SS yang selanjutnya disebut
Lembaga 0SS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keordinasi Penanaman Modal:
Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada
penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman
modal di daerah.

Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah
Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap
kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan
penanaman modal di daerah.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik OTANE perorangan
dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha
mikro.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produltif vang berdiri sendiri,
yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang
bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan
vang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun
tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar Vang
memenuhi kriteria usaha kecil.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yangberdiri
sendiri, yang dilakukan oleh orang percrangan atau badan usaha
yang bukan merupakan anak perusahaan atay cabang perusahaan
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan
bersih atau hasil penjualan tahunan.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang
atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan
prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang
berdasar atas azas kekeluargaan,

Bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang
dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal,



25.

26.

o
28.

29,

Bidang usaha terbuka dengan pevsyatatan adalab bidang usaha
tertentu yang dapat diusahakan sebagal kegiatan penanaman wodal
dengan svarat tertentu, vaitu bidang usaha vang divadkangkan wiiuk
usaha mikro, kecil, menengah dan koperam, idang usaha vang
dipersyaratkan dengan kepemilikan modalnva, bidang wasal VAR
dipersvaratkan dengan lokasi tertentu,  dan  usaha
dipersyaratkan perizinan kKhusus.

VAng

Pengawasan adalah upava atau kegiatan vang dilakukan guna
mencegah dan mengurangt terjadinva  penyimpangan  atas
pelaksanaan penvelenggaraan perizinan secta pengenaan  sanks
terhadap pelanggaran/penyvimpangan atas ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Daerah adalah Kota Palu.

Pemerintah Daerah adalah Wali kota sebagai unsur penvelengpara
Pemerintahan Daerah vang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan vang menjadi kewenangan Dagrah otongm

Wali Kota adalah Wali Kota Palu.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali hota dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penvelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

b
c.
d

m

kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha,
pelaksanaan Perizinan Berusaha;

pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
pembinaan dan pengawasan; dan

pendanaan.

BAB Il
KEWENANGAN PENYELENGOARAAN
PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 3

Pemerintah Daerah menvelenggarakan Perizinan Berusaha di Daerah,



(1l

(3)

(4}

(3)

(6)

Pasal 4

Penyvelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan kewenangan.

Wali hota mendelegasikan kewenangan Penvelenggaraan Perizinan

Berusaha sebagaimana dimaksud pada avat (1) kepada Kepala

Perangkat Daerah vang membidangi perizinan.

Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha  yang  menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

b. Penvelenggaraan Perizinan  Berusaha  vang  menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada
Wali Kota berdasarkan asas dekosentrasi dan tugas
pembantuan.

Retentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian kewenangan

Penvelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a

diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan

Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Wali Kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (3] huruf b ditetapkan dengan Keputusan Wali

Kota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian kewenangan

Penyelenggaraan Non Perizinan Berusaha diatur dengan Peraturan

Wali Kota.

BAB 111
PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu
Umum



(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

Pasal 5
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilakukan untuk
meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
Peningkatan ekosistern investasi dan kegiatan  berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:
b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha: dan
c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan
investasi.
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko
dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (2] huruf b meliputi:
a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang,
b.  persetujuan lingkungan; dan
c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf ¢ terdiri atas sektor:
kelautan dan perikanan;
pertanian;
lingkungan hidup dan kehutanan:
energi dan sumber daya mineral;
perindustrian;
pekerjaan umum dan perumahan rakyat:
transportasi;
kesehatan, obat dan makanan:
pariwisata;
perdagangan;
k. ketenagakerjaan: dan
l.  pendidikan dan kebudayaan.

F® me a0 pop
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(6

(7)

(1)

(<]

Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan
berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasj
dan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan
Berusaha, dan  Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan

persyaratan investasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 6
Untuk meningkatkan investasi dan kemudahan kegiatan berusaha,
Pemerintah Daerah melakukan upaya Pemberian Insentif dan/atau
Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
Syarat Pemberian Insentif dan fatau Pemberian Kemudahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan
masyvarakat;
b. menyverap tenaga kerja;
menggunakan sebagian besar sumber dava lokal:
d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelavanan publik;
e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik
regional bruto;
f berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
pembangunan infrastruktur;

T =

melakukan alih teknologi;

=

melakukan industri pionir;

melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi:
k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;

p—

I industn yang menggunakan barang Modal, mesin, atau
peralatan yang diproduksi di dalam negeri;

m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas
nasional dan fatau daerah; dan/atau

n. berorientasi ekspor.



(3

(1}

(2}

(4}

(1

Ketentuan lebih lanjut mengenal kriteria sebagaimana dimakand
pada ayar (4) diatur dalam Peraturan Wall Kotlsa.

Fasal 7
Pemerintah Daersh dapat memprioritaskan Pemberlan  Insentif
dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertenti
Jenis usaha tertentu atau kegiatan terentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdin atas:

4. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;

b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan,

c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;

d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;

€. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
f

usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal vang

memprioritaskan keunggulan daerah:

g- usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari
Pemerintah Pusat; dan/atau

h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha tertentu atau kegiatan

tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam

Peraturan Wali Kota,

Pasal 8

Pemberian Insentif dapat berbentuk:

a, pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;

b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;

c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau
koperasi di daerah;

d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro,
kecil, dan/atau koperasi di Daerah;

e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau
koperasi di Daerah; dan /atau



t.

bunga pinjaman rendah.

(2] hetentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara Pemberian

Insentifl sebagaimana dimaksud pada avat (1) diatur dalam Peraturan
Wall Kota,

Pasal 9

(1] Pembenan kemudahan dapat berbentuk:

a.
h.

Ly

k.
L.

mi.

penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
penyediaan sarana dan prasarana;

fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;

pembenan bantuan teknis;

penyederhanaan dan percepatan pemberian Perizinan Berusaha
melalui PTSP:

kemudahan akses pemasaran hasil produksi;

kemudahan investasi langsung konstruksi;

kemudahan investasi di kawasan strategis vang ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan vang berpotensi pada
pembangunan daerah;

pemberian kenvamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau

fasilitasi promosi.

(2] Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Pemberian Kemudahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali
hota.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu dan frekuensi Pemberian
Ingentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan investasi
serta evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian
Kemudahan dalam melakukan investasi diatur dalam Peraturan Wali

Kota,



1)

2

(1)

(2)

(1

121

(3)

Manaiemen Penyelenggaraan

Pasal 1
Penyelenggaraan Penmnan Berusaha dilaksanakan oleh Perangkat
Dasrah vang membidang: perizinan
Perangkat Daerah vang membidangi perizinan melakukan
pengintegrasian PTSP dengan Perangkat Daerah terkait

Pasal 12

Perangka: Daerah vang membidangi perizinan dalam melaksanakan
pelavanan Perizinan Berussha menerapkan marajemen
Penvelenggaraan Perizinan Berusaha.
Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusasha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} meliputi:
a. pelaksanaan pelavanan:
b. pengelolaan pengaduan masyvarakat;
¢. pengelolaan informasi;
d. penvuluhan kepada masyarakat;
e. pelayanan konsultasi; dan

pendampingan hukum.

Pasal 13

Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh Perangkat Daerah
vang membidangi perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
avat (2) huruf a wajib menggunakan Sistem 0SS,

Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok
rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas.

Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung

pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur,
dan kriteria vang berlaku.



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3

Pasal 14
Pelayanan Sistern OBS pada Perizinan Berussha dilskukan secara

mandirl oleh Pelalku Usshn dengan peranghkat /fasilitas sendiri atau
yang disedialan aleh Peranglat Doaerah yang membidang perizinan.
Dalam hal pelayanan Sistem OS85 belum dapat dilaksanakan secara
mandiri, Perangkat Daerah yong membidang perizinan melakukan:
a,  pelayanan berbantuan, dan/atau

b. pelayanan bergerik.
Pelayanan  berbantuan  sebagaimana  dimaksud sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara interaktif antara
Perangkat Daerah yang membidang perizinan dan Pelaku Usaha.

Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada
Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana

lainnya.

Pasal 15
Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilakukan apabila
pelayanan Sistem OS88:
a. belum tersedia; atau

b. terjadi gangguan teknis,
Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi perizinan

berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dengan Lembaga

(S8 agar pelayanan tetap berlangsung.

Dalam hal pelayanan Sistern 0SS belum tersedia sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a pelayanan berbantuan dilakukan

dengan tahapan:

a. Pelaku Usaha mengajukan permohonan Perizinan
Berusaha secara luring kepada petugas Perangkat Daerah yang

membidang perizinan;



(4

(1]

(2)

(3)

(1)

(2)

b. petugas Perangkat Daerah yang membidangi perizinan
menghubungkan permohonan Perizinan Berusaha secara luring
sebagaimana dimaksud pada huruf a ke dalam Sistem 085
pada Perangkat Daerah vang membidangi perizinan; dan

c. persetujuan atau penolakan diterbitkannyva dokumen Perizinan

Berusaha diinformasikan kepada Pelaku Usaha melalui sarans
komunikasi.
Standar pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada

avat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota

Pasal 16

Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi  gangguan teknis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, pelayanan
berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) hari sejak dinyatakan
terjadinya gangguan teknis.

Fernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem 088
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
masyarakat oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi
Ketentuan standar pelayanan Perizinan Berusaha apabila pelayanan
Sistemn 0SS belum tersedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (4) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelayanan
Perizinan Berusaha apabila terjadi gangguan teknis.

Pasal 17
Bagi Pelaku Usaha di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan/atau
wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai,
permohonan Perizinan Berusaha dapat diajukan di kantor
kecamatan atau kantor kelurahan,
Selain mengajukan di kantor kecamatan atau kantor kelurahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat
mengajukan permohonan Perizinan Berusaha pada pelayanan

bergerak yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang
membidangi perizinan.



(3)

(1)

(2)

1)

(4)

(1

[2)

Pengajuan  Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2), didaftarkan di Sistem OSS gleh perangkat
kecamatan atau perangkat kelurahan dengan menggunakan hak
akses yang dimiliki oleh Pelaku Usaha paling lama 3 (tiga] Hari
setelah diterima dari Pelaku Usaha vang memberi kuasa pengajuan
Perizinan Berusaha.

Pasal 18
Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh Perangkat Daerah
vang membidangi perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (2) huruf a tidak dipungut biaya.
Perizinan Berusaha tertentu pada Perangkat Daerah vang mengelola
retribusi dikenakan Retribusi Daerah sesuaj dengan Peraturan
Daerah.
Pengenaan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berlaku sesuai batasan waktu yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan.
Perangkat Daerah yang membidangi perizinan tidak dibebani target
penerimaan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 19

Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (2) huruf b dilakukan secara cepat, tepat, transparan,
adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada
avat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
n.  menerima dan memberikan tanda terima;
b, memeriksa kelengkapan dokumen:
€. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian:
d.  menelaah dan menanggapi;
e, menatausahakan;

melaporkan hasil; dan

B memantau dan mengevaluasi.



i3

(4}

i)

(2]

(2]

(1}

2

Pelaksanasn pengelolaan pengaduan masvarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Perangkat Daerah
melalui Sistem OSS.

Retentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan pengaduan
sehagaimana dimaksud pada avat (2] diatur dalam Peraturan Wali
Rota

Pasal 20
Perangkat Daerah vang membidangl perinan  berkewajiban
meényediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan
masyarakat terkait pelavanan Perizinan Berusaha.
Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada avat (1) harus
mudah diakses dan dijangkau oleh masvarakat dengan
mengupavakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 21

Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 avat
(2) huruf ¢ dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh
masvarakat_

Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada

avat (1) paling sedildi:

a. menerima permintaan layanan informasi: dan

b. menyediakan dan memberikan informasi terkait
Perizinan Berusaha.

layanan

Pasal 22
Penvediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (2] huruf b dilakukan melalui sub sistem pelayanan
mformasi dalam Sistem 0SS,
Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemerintah Daerah dapat menyvediakan dan memberikan informasi
lainnya vang memuat:
&  profil kelembagaan Perangkat Daerah:
b.  standar pelayanan Perizinan Berusaha: dan



(3)

(4]

c. penilaian kinerja PTSP.

Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui media elektronik dan media cetak.

Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakal tidak
dipungut biayva.

Pasal 23

Profil kelembagaan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 22 ayat (2) huruf a merupakan profil kelembagaan Perangkat

Daerah yang terkait kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha sektor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5).

(1)

()

(3]

4)

(1)

Pasgal 24

Standar pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b yakni:

a. standar pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan norma,
standar, prosedur dan kriteria yang telah teritegrasi dalam
Sistem 0SS;

b. standar pelayanan Perizinan Berusaha yang belum terintegrasi
dalam Sistem OSS ; dan

¢. standar pelayanan non Perizinan Berusaha.

Standar pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Standar pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota,

Standar pelavanan non Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf ¢ ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 25
Penilaian kinerjn PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat
2} huruf b dilakukan dengan memperhitungkan capaian:
a. pengelolaan anggaran; dan
b.  indikator kinerja anggaran.



(<)

(3)

(4

(1)

(2)

(3)

(1)

Capaian atas pengelolaan anggaran sebagaimana dimabisid peetl e
ayat (1) huruf a meliputi:

a. aspek implementasi:

b. aspek manfaat; dan/atau

¢. aspek konteks.

Capaian atas indikator kinerja anggaran sebagaimatia il
pada ayat (1} huruf b didasarkan pada variabel vang ditetapkan olel
Menteri yang menvelenggarakan tugas di bidang keuangan.
Ketentuan mengenai tata cara penilaian kinerja PTRP, petnbwe i
penghargaan dan pengenaan sanksi atas kinerja PTSP mengacu peida
ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 26
Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana  dimakaud dalam
Pasal 12 ayat (2) huruf d meliputi:
a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan  masvaraba
terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;

c. persyaratan dan mekanisme layvanan Perizinan Berusalia;

waktu dan tempat pelayanan; dan
e. tingkat Risiko kegiatan usaha.
Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui
a. media elektronik;
b. media cetak; dan/atau
€. pertemuan.
Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dan ayat (2] dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidang

perizinan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknie secarn
periodik.

Pasal 27

Pelayanan  konsultasi  sebagaimana  dimaksud  sebagalmans
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2} huruf e paling sedikit:

a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;



(2)

(3]

(1)

(2)

(1]

(<)

(3

b, konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan

¢, pendampingan teknis,

Pelayanan konsullasi  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)
dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring,
Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh Perangkat Daerah yang membidang perizinan berkoordinasi
dengan Peranghkat Daerah teknis secara interaktif,

Pasal 28
Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(2)  huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan
hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan
Perangkat Daerah vang membidangi perizinan.
Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Bagian Hukum.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana

Pasal 29
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Perangkat Daerah vang
membidangl perizinan harus dilengkapi dengan sarana dan
prasarana sesuai standar pelayanan,
Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit meliputi:
a. kantor depan;
b. kantor belakang;
ruang pendukung; dan
d. alat/fasilitas pendukung.

L §

Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pelavanan secara
elektronik paling sedikit berupa;

a. koneksi internet;
b, pusat data dan server aplikasi:
¢. alat komunikasi; dan



d. sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Keempat
Sumber Dava Manusia Aparatur

Pasal 30

Penvelenggaraan Perizinan Berusaha pada Perangkat Daerah yang
membidangi perizinan harus didukung oleh aparatur sipil negara yang

merupakan pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan

Berusaha vang disediakan secara proporsional untuk mendukung
kinerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.

(1}

i2)

(3}

(1)

(21

Pasal 31
Aparatur sipil negara yang ditugaskan pada Perangkat Daerah
vang membidangl perizinan harus memenuhi standar kualifikasi
dan kompetensi yang ditetapkan.
Kompetensi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat
|1} dapat ditingkatkan melalui pengembangan kompetensi.
Pegawal negen sipil sebagai pelaksana tugas dan fungsi pelayanan
Perizinan Berusaha di Daerah pada Perangkat Daerah yang
membidangl perizinan dapat dimutasi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan setelah mendapatkan rekomendasi dari
HKepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.

Pasal 32

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha, Wali Kota dapat memberikan tambahan
penghasilan pegawai kepada aparatur sipil negara pada Perangkat
Daerah yang membidangl perizinan sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tambahan penghasilan pegawai pada ayat (1) merupakan
Tambahan penghaslan pegawal berdasarkan beban kerja dan target
investasi vang diberikan kepada aparatur sipil negara yang dibebani
pekenaan untuk menvelesaikan tugas vang dinilai melampaui beban



kerja normal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
- undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

(3) Ketentuan mengenai tambahan penghasilan pegawai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan,

(4) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur
tersendin  yang mengatur tambahan penghasilan pegawai di
lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima
Tata Hubungan Kerja

Pasal 33

Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dalam melaksanakan

tugas memiliki hubungan kerja yang meliputi:

a. hubungan kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan
dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang penanaman modal selaku Lembaga OSS;

b. hubungan kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan
dengan Perangkat Daerah terkait; dan

€. hubungan kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan
dengan Perangkat Daerah yang membidangi perizinan Provinsi dan
Kabupaten/Kota lainnya.

Pasal 34
(1} Hubungan kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan
dengan Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf

a dilakukan secara fungsional dalam melaksanakan Perizinan
Berusaha di Daerah.

(2] Hubungan kerja secara fungsional sebagaimana dimaksud pada
avat (1) meliputi:

a. pendampingan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
b. wverifikasi usulan Perizinan Berusaha;

c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;



(1)

(2)

d. pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk
mendukung pelaksanaan Sistem 0SS; dan
€. penanganan pengaduan layanan Perizinan Berusaha,

Pasal 35
Hubungan kerja Perangkat Daerah yang membidang perizinan
dengan Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 huruf b dilakukan secara fungsional dan koordinatif dalam
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
Hubungan kerja secara  fungsional dan koordinatif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah sesuai dengan
kewenangan masing-masing;
b. wverifikasi Perizinan Berusaha di Daerah;
c. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan Perizinan
Berusaha di Daerah:

d. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha di
Daerah; dan

e. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha di Daerah.

BAB IV
PELAPORAN PENYELENGCGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 36

Wali Kota menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
kepada Gubernur.

(1)

{21

Pasal 37
Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 paling sedikit
memuat
A, jumlah penzinan vang diterbitkan;
b. rencana dan realisasi investasi, dan
C kendala dan solusi.
Laporan schbagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a laporan setiap triwulan;



(3

(1)

(2)

b. laporan setiap semester; dan
c. laporan tahunan

Laporan sebagaimana dimakosud pads ayat (1] dissmpalkan paling
sedikit | (satu) kall dalam setiap tahun,

BAE Y
FEMBINAAN DAN PENCGAWASAN

Pasal 55
Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha di Daerah,
Walh Kota dalam melaksanakan pembinaan  dan  pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melimpahkannya kepada
Perangkat Daerah yang membidangi perizinan,

BAE VI
PENDANAAN

Pasal 39

Biaya pelaksanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dibebankan
pada:

a.
b.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Keputusan Wali
Kota dan/atau Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi
perizinan pelaksanaan:



Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah
Kota Palu Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Falu Nomor 10);

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Paly Nomor 10 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran
Daerah Kota Palu Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Palu Nomor 1); dan

Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2020 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu
Pintu (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2020 Nomor 15),

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,

a.

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah
Kota Palu Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Palu Nomeor 10);

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran
Daerah Kota Palu Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Palu Nomor 1); dan

Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2020 tentang

Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu
Pintu (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2020 Nomor 15),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 42
Peraturan Wali kota pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan
paling lama 1 {satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini mulai
diundangkan,

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannva dalam Lembaran Daerah
Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 28 Desember 2022
WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 28 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2022 NOMOR 12

ealinan gesnel dengem aslinya

Kepala Da 'innfm!l-;u'.n.

NOREG 120 PERATURAN DAERAH KOTA PALU, PROVINSI SULAWESI
TENGAH: 13/ 2022



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

LUMUM,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah telah menegaskan kewenangan dalam melaksanakan
penizinan dan non perizinan secara terpadu 1 [satu) pintu di bidang
penanaman modal dan pelavanan terpadu satu pintu vang menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah. Kewenangan tersebut termasuk
sebagai bagian dari urusan pemerintahan bidang penanaman modal
dan pelayanan terpadu satu pintu. Dengan diterbitkannya Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, memberikan
pengaturan baru bahwa perizinan berusaha ini dilakukan dengan:

a. berbasis risiko;

b. norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan
pemerintah pusat dan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan;

c. menggunakan sistem perizinan berusaha secara elektronik vang
dikelola pemerintah pusat; dan

d. memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah untuk
mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan sistem 0SS
sesual dengan ketentuan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perizinan
Berusaha di Daerah, sebagai regulasi turunan dari Undang-Undang
Cipta Kerja, menjadi dasar dalam Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha di Daerah, Dalam Peraturan Pemerintah tersebut
ditegaskan bahwa Wali Kotn menetapkan Peraturan Daerah dalam
rangka Penvelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Selain itu,
Penyvelenggaraan Pernzinan Berusaha di Daerah diselenggarakan oleh



IL

Perangkat Daerah vang menyvelenggarakan urusan pemenntahan di
hidangpﬂmmmunum.aldanpﬂﬁmnmumupinm
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daersh inj juga tidak
teriepas dari keberadaar Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun
2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yvang memberikan
dasar dalam penvelenggaraan berusaha berbasis nsiko.

Berdasarkan uraian tersebut diatas. maka periu  adanya
tindaklanjut pengamuran di Kot Palu dalam bentuk Peraturan
Dacrah yang didalamnya mengakomodir ketentuan baru terkait

Berusaha, pelaporan Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha,
pemhinundanpe:@waﬂn:danpmdm,

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.
Pasal 2

Cukup Jelas
Pasal 3

Cukup Jelas.
Pasal 4

Cukup Jelas
Pasal 5

Cukup Jelas.
Pasal 6

Cukup Jelan
Pasal 7

Cukup Jelas
Pasal 8

Cukup Jelas
Pasal 9

Cukup Jelas.



Pasal 10

Cukup Jelag
Pasal 11

Cukup Jelas.
Pasal 12

Cukup Jelas.
Pasal 13

Cukup Jelas.
Pasal 14

Cukup Jelas.
Pasal 15

Cukup Jelas.
Passal 16

Cukup Jelas.
Pasal 17

Cukup Jelas.
Pasal 18

Cukup Jelas.
Pasal 19

Cukup Jelas.
Pasal 20

Cukup Jelas.
Pasal 21

Cukup Jelas.
Pasal 22

Cukup Jelas.
Pasal 23

Cukup Jelas.
Pasal 24

Cukup Jelas.
Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.



Pasal 27

Cukup Jelas.
Pasal 28

Cukup Jelas.
Pasal 29

Cukup Jelas.
Pasal 30

Cukup Jelas.
Pasal 31

Cukup Jelas.
Pasal 32

Cukup Jelas.
Pasal 33

Cukup Jelas.
Pasal 34

Cukup Jelas.
Pasal 35

Cukup Jelas.
Pasal 36

Cukup Jelas.
Pasal 37

Cukup Jelas.
Pasal 38

Cukup Jelas.
Pasal 39

Cukup Jelas.
Pasal 40

Cukup Jelas.
Pasal 41

Cukup Jelas.
Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.
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